BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN

Menegaskan kembali apa yang telah dipaparkan pada bab terdahulu bahwa
seksualitas pada manusia merupakan nilai yang luhur dalam diri manusia, sebab
seksualitas pada manusia merupakan pemberian dari Allah. Namun, dalam
kenyataannya seksualitas pada manusia justru menjadi malapetaka Yyang
menghancurkan martabat manusia melalui tindakan pelecehan. Hal ini yang dialami
oleh perempuan yang rentan terhadap korban pelecehan. Tindakan pelecehan
terhadap perempuan mempunyai beragam bentuk seperti, Body Shaming, Ghosting,
Catcalling, Pencabulan merupakan tindakan merendahkan hak dan martabat
perempuan. Tindakan pelecehan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia yang sudah di akui secara internasional bahwa semua orang memiliki
hak.

Di Indonesia, pengakuan akan adanya hak setiap orang sudah masuk dalam
konstitusi negara. Dalam konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang adalah
sama yaitu sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, negara wajib untuk
melindungi dan memenuhi hak setiap orang terlebih khusus bagi kelompok yang
rentan yaitu perempuan. Pemenuhan hak tersebut bermaksud untuk melindungi dan
memenuhi agar setiap orang dapat menikmati hak yang sama sebagaimana yang telah

ditetapkan dan diperjuangkan oleh seluruh negara.

Pengabaian akan hak yang telah ditetapkan bersama tersebut akan berdampak
pada pelecehan dan kekerasan. Pelecehan yang terkesan biasa-biasa saja seperti,
catcalling, permintaan hubungan seks/janji palsu, colekan, komentar negatif terhadap
perempuan merupakan tindakan melanggar hak yang dimiliki oleh perempuan.
Tindakan tersebut jika dilakukan terus menerus dan tidak melihat situasi dan kondisi

berdampak pada gangguan psikologis, merasa takut dan minder untuk keluar rumah.



Bahkan yang paling tragisnya tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan
berakhir tragis yaitu bunuh diri. Hal ini yang menimbulkan ketakutan pada

perempuan bahwa mereka menjadi target akan hasrat libido laki-laki.

Selain itu pelecehan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh struktur
yang timpang tindih. Yang dimaksudkan adalah bahwa struktur budaya dan hukum
masih belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Dalam struktur budaya dapat
ditemukan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang membuat perempuan tidak
berdaya apalagi melawan. Dari sini muncul beragam gerakan-gerakan dan juga
berbagai lembaga untuk membantu perempuan korban pelecehan, seperti gerakan-
gerakan feminis dan lembaga sosial seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan
masih banyak lainnya. Gerakan-gerakan feminis bertujuan untuk meyadarkan
perempuan yang lain untuk mulai angkat bicara soal ketidakadilan yang mereka
alami. Para feminis tersebut mengritik tatanan budaya yang bersifat patriarki yang
membuat ketidakadilan terhadap perempuan. Begitu juga dengan hadirnya lembaga-
lembaga sosial, lembaga tersebut menangani setiap kasus pelecehan dan kekerasan

terhadap perempuan.

Selain itu, pengaruh dominasi laki-laki atas struktur budaya dan hukum
bahkan agama membuat ruang gerak perempuan sangat terbatas. Ruang privat
(domestik) dan ruang publik didominasi oleh laki-laki. Hal ini yang membuat
langgengnya pelecehan terhadap perempuan. Selain itu faktor pendidikan dalam
keluarga dan juga kurangnya pemahaman perempuan tentang pelecehan sebagai
bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan dalam keluarga yang
melanggengya pelecehan dapat ditemukan dalam pembagian peran antara laki-laki
dan perempuan misalnya kerja yang kasar dikerjakan oleh laki-laki sebab laki-laki
harus kuat dan tegar. Sedangkan pekerjaan yang halus dikerjakan oleh perempuan,
sebab sifat perempuan harus lemah lembut. Stereotip semacam ini tanpa disadari
mempengaruhi sikap laki-laki terhadap perempuan. Padahal sifat tersebut dapat

dipertukarkan. Selain itu, masih banyak perempuan yang masih belum memahami

75



bahwa pelecehan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga ketika
mengalami hal tersebut perempuan tidak mendapat perlindungan dari hukum.

Ada begitu banyak bentuk pelecehan seksual secara terselubung yang bila
ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia bahwa perbuatan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Perjuangan hak asasi manusia sejak
mulanya semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap manusia dari segala
bentuk tirani kekuasaan. Maka, sangat dibutuhkan pengakuan secara universal akan
adanya hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya pengakuan tersebut
setiap orang menjadi bebas dalam menentukan hidupnya termasuk bebas dalam
mengakses ruang publik dan domestik (keluarga). Tanpa adanya pengakuan tersebut
berdampak pada langgengnya tindakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh
kelompok rentan seperti perempuan. Hal ini sangat dibutuhkan peran negara sebagai
instrumen yang mampu menciptakan hukum serta melindungi dan memenuhi hak
setiap orang. Dengan adanya hukum yang adil, maka perempuan korban pelecehan
seksual dapat dengan mudah mendapat jaminan hukum serta melapor segala bentuk
kejahatan yang mereka alami.

Tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak
yang dimiliki oleh perempuan seperti hak hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak
atas rasa aman, sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM bahwa
semua manusia adalah sama tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang
lain. Hak Asasi Manusia tidak berpatok pada ideologi tertentu atau agama tertentu.
Pengakuan HAM semata-mata karena ia adalah manusia yang harus dilindungi.
Dengan demikian tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan tindakan
melanggar hak perempuan. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan adalah
sama tanpa adanya perbedaan. Namun dalam kenyataan bahwa perlakuan laki-laki
terhadap perempuan justru mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak
mendapat hak sama selayaknya laki-laki baik dalam sistem budaya maupun dalam

agama dan hukum. Ketidakadilan tersebut yang dikritik oleh perempuan yang

76



memperjuangkan hak asasi manusia dan menganggap bahwa segala sistem budaya,
agama dan hukum ditafsir dari sudut pandang laki-laki.

Dewasa ini sangat relevan sekali bila berbicara pelecehan seksual sebagai
bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi perjuangan HAM sangat
gencar disuarakan di sisi lain pelanggaran terhadap hak asasi manusia terlebih khusus
hak korban pelecehan sering terjadi. Perempuan yang merupakan korban dari
tindakan laki-laki justru memanfaatkan perempuan untuk mencari keuntungan,
misalnya menjual foto dan video telanjang tanpa sepengetahuan perempuan,
komentar yang bernuansa seksual, bullying dan masih banyak lainnya. Selain itu,
istilah-istilah baru yang sebetulnya merendahkan martabat perempuan seperti,
ghosting, chatcalling merupakan istilah yang hanya dikenal dewasa ini. Hak asasi
manusia sangat relevan untuk disuarakan ditengah masyarakat dan instansi
pendidikan. Hak asasi manusia merupakan jaminan terhadap hak-hak korban
pelanggaran hak asasi manusia seperti hak korban pelecehan seksual. HAM tidak lain

merupakan norma-moral yang menuntun manusia dalam bertindak.

Di tengah maraknya pelanggaran hak asasi manusia maka sangat dibutuhkan
peran dari berbagai pihak seperti, keluarga, agama, sekolah dan negara untuk
memberikan edukasi tentang pelecehan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi
manusia. Laki-laki yang menjadi pelaku dalam tindakan pelecehan pentingnya
mempunyai pengetahuan mengenai segala bentuk pelecehan serta memahami
seksualitas sebagai bagian dari yang kudus agar matang dalam bertindak dan berelasi
dengan lawan jenis. Juga korban pelecehan seperti perempuan perlu memehami
bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam hukum
maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengetahui hal tersebut maka
perempuan korban pelecehan berhak untuk mendapat jaminan hukum dan

menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.
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4.2. USUL DAN SARAN

Setelah menjelaskan pelecehan seksual dari sudut pandang hak asasi manusia,
penulis mengemukakan beberapa usul dan saran sebagai berikut.

Pertama, kepada orangtua. Peran orangtua dalam mengatasi pelecehan
seksual terhadap perempuan sangat penting. Selain pendidikan seksual dalam
keluarga yang dilakukan oleh orangtua, juga pentingnya dalam pengawasan orangtua
dalam aturan berbusana terlebih khusus kepada anak perempuan yang rentan terhadap
korban pelecehan. Pendidikan dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara
memperkenalkan kepada anak tentang seksualitas sebagai yang kudus dan hanya
boleh dilakukan dalam hubungan perkawinan yang sah. Selain itu, orangtua juga
berhak menegur dan menasihat anaknya ketika anak perempuan mengenakan pakaian
terbuka keluar rumah. Orangtua wajib memberikan batasan kepada anak perempuan
dalam hal berbusana yang baik. Peraturan berbusana yang baik dalam artian bahwa
pakaian mana yang boleh dikenakan saat ada di rumah dan pakaian mana yang boleh
dikenakan saat keluar rumah. Hal ini sangat penting agar tubuh perempuan tidak
mengundang hasrat libido laki-laki. Begitu juga dengan anak laki-laki. Orangtua
dapat melakukan dengan cara menasihati anak laki-laki agar memperlakukan
perempuan selayaknya memperlakukan saudarinya sendiri yang memiliki martabat

yang sama.

Kedua, kepada perempuan. Perempuan korban pelecehan dan kekerasan dapat
melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi pelecehan. Pertama, perempuan
dapat melakukan dengan mengatur cara berbusana agar tubuh perempuan tidak
mengundang hasrat libido laki-laki. Memang tidak semua kasus pelecehan dialami
oleh perempuan yang serba terbuka tetapi juga dialami oleh perempuan yang serba
tertutup. Pentingnya berbusana yang tertutup agar tidak ada oknum yang tidak
bertanggung jawab memfoto tubuh perempuan yang serba terbuka lalu dijual di situs
berbayar tanpa sepengetahuan perempuan. Kedua, perempuan harus berani katakan

“TIDAK” dari setiap permintaan laki-laki, misalnya meminta hubungan seks dengan
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janji akan dinikahi, meminta foto dan video bugil. Ketiga, perempuan harus tegas
dan berani melawan dan melapor bila terjadi pelecehan atau tindakan yang
merendahkan martabat perempuan kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau

menceritakan/melaporkan kepada orangtua/wali.

Ketiga, kepada laki-laki. Dari sekian banyak kasus pelecehan terhadap
perempuan laki-laki menjadi pelaku utamanya. Untuk meminimalisir kasus pelecehan
terhadap perempuan, laki-laki dapat melakukan berbagai macam cara. Pertama, laki-
laki harus mengontrol hasrat seksualnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
mensalurkan hasrat seksual tersebut dengan melakukan hal yang positif, misalnya
olahraga, baca buku, bercerita dengan teman dll. Kedua, perlu adanya pengetahuan
mengenai pelecehan merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat
perempuan. Ketiga, pentingnya membangun relasi yang sehat dengan lawan jenis
agar matang dalam bertindak dan bertutur kata agar tidak terjadi penyimpangan, serta

tidak berbuat janji palsu menikah hanya sekedar untuk mendapat hubungan seks.

Keempat, kepada negara. Negara memiliki tanggun jawab besar dalam
meminimalisir kasus pelecehan terhadap perempuan yang setiap tahun semakin naik.
Tugas negara dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, menindak teggas
para pelaku pelecehan dengan cara menetapkan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Bisa juga dilakukan dengan penjara dan denda kepada pelaku pelecehan setimpal
perbuatan mereka. Kedua, para penegak hukum lebih memperhatikan sisi
kemanusiaan dari setiap kasus pelecehan bukan hanya berpatok pada prosedur hukum
semata. Selain itu, mereka juga melayanani pengaduan dari setiap korban agar
diproses secara hukum bukannya pihak pemerintah (polisi) malah menyuruh
diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap pelecehan yang terjadi dalam ranah
domestik merupakan urusan privat dan tabu bila diketahui secara umum. Anggapan
demikian justru melanggengnya tindakan pelecehan. Ketiga, negara mendukung para
pejuang hak asasi manusia seperti KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan dengan
cara merevisi setiap undang-undang yang diperjuangkan oleh KOMNAS HAM,
KOMNAS Perempuan yakni Usulan Revisi terhadap Rancangan Undang-Undang
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tentang Perlindungan Saksi dan atau Korban, Usulan Revisi terhadap Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Usulan
terhadap Rancangan Revisi KUHP, Naskah Rancangan Undang-Undang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (RUU KDRT), Naskah Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, dan Masukan untuk
Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pendidikan HAM

Berperspektif Gender.'84

Kelima, kepada institusi pendidikan. Hal yang perlu dilakukan dalam institusi
pendidikan. Pertama, memperkenalkan kepada mahasiswa/i bahwa pelecehan
terhadap perempuan merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. Kedua,
memperkanalkan kepada mahasiswa/i bahwa tubuh dan seksualitas pada manusia
merupakan sesuatu yang kudus. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan
mata pelajaran khusus yang berkaitan dengan seksualitas dan hak asasi manusia.
Tujuan adalah agar mahasiswal/i menjadi mahasiswa/i yang berkualitas yang

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berakhlak mulia.

Keenam, tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang rawan
terjadinya pelecehan. Untuk meminimalisir hal tersebut, dapat dilakukan dengan;
pertama bagi bos (pemimpin) perlu menyiapkan tempat yang nyaman bagi pekerja.
Tempat yang nyaman bukan hanya lingkungan yang kondusif, melainkan nyaman
secara fisik dan psikis. Karena itu, sebagai pemimpin harus membangun relasi dengan
pekerja seperti keluarga sendiri. Kedua, bagi pekerja. Hendaknya para pekerja
terlebih khusus perempuan yang mengalami pelecehan melaporkan segala tindakan

pelecehan baik yang dilakukan oleh atasan maupun oleh sesama karyawan.

ketujuh, agama. Hampir setiap agama mengajarkan bahwa seksualitas pada
manusia merupakan sesuatu yang kudus. Karena itu, setiap agama hendaknya

mengajarkan kepada setiap umatnya bahwa seksual pada manusia merupakan

184Komnas Perempuan, Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap

Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), him. 70.
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pemberian dari Allah. Dalam gereja katolik dapat dilakukan dengan kegiatan katekese
umat yang bertemakan seksual sebagai yang kudus agar umat tidak menganggap

seksual sebagai hal yang negatif.

Kedelapan, penelitian lain. Tulisan ini hanyalah teori. Karena itu, untuk
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan terhadap
perempuan yang melakukan penelitian lapangan bisa dilakukan dengan mengunjungi
atau melakukan penelitian di Truk Maumere untuk yang ada di dekat kota Maumere.
Namun masih banyak kelompok sosial lain yang menangani pelecehan terhadap

perempuan yang dapat dijadikan sebagai tempat penelitian.
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